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Pupuk dan pestisida penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi
komoditas pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, dan
penyalurannya dilakukan sesuai prosedur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Di Kabupaten Lampung Timur telah
terjadi pengalihan peruntukkan dengan modus pergantian karung pupuk
bersubsidi, untuk itu diperlukan pengawasan secara efektif dan efisien guna
menghindari dampak negatifnya terhadap kesehatan manusia, lingkungan hidup
serta mencegah peredaran dan penyimpangan dalam penyalurannya.

Permasalahan yang diteliti adalah Bagaimanakah pengawasan dan penerapan
sanksi dalam penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida oleh KPPP di Kabupaten
Lampung Timur dan faktor-faktor yang menghambat KPPP dalam mengawasi
pupuk bersubsidi dan pestisida di Kabupaten Lampung Timur.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis normatif dan yuridis empiris. Data sekunder berasal dari peraturan
perundang-undangan dan literatur, sedangkan data primer diperoleh dari studi
lapangan melalui wawancara. Data diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian bahwa pelaksanaan pengawasan melalui pengawasan berdasarkan
jarak, pengawasan fungsional dan represif, prosedur dilakukan sesuai Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1992 mulai dari legalitas, penebusan, dan penyaluran
(kuota, harga, dan RDKK) pupuk bersubsidi dan kualitas dan kuantitas produk
pestisida, namun pengawasan KPPP kurang maksimal. Penerapan sanksi melalui
sanksi administratif dan sanksi pidana. Faktor-faktor penghambat dalam
mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida yaitu kurang komunikasi
yang efektif antar personalia, kurangnya anggaran untuk melakukan pengawasan,
tidak adanya kendaraan roda empat, tidak adanya ketegasan dari SDM dan
petugas KPPP. Diharapkan agar KPPP meningkatkan kinerja dalam melakukan
pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida agar tidak terjadi
penyaluran ilegal pupuk dan pestisida.
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